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ABSTRAK

Undang-Undang No.18 tentang Advokat merupakan aturan hukum yang
mengatur mekanisme kerja tentang profesi advokat untuk pertama kalinya secara
nasional dibentuk dalam Undang-Undang. Lahirnya Undang-Undang ini,
disamping memberikan makna legitimasi juga memberikan rambu-rambu sebagai
bentuk kontrol agar tanggungjawab profesi dan perilaku advokat yang merupakan
pekerjaan terhormat (officium nobile) tidak mengecewakan. '

Dalam sejarahnya, advokat sebenarnya sudah dilakukan oleh manusia
sejak zaman Romawi, pada waktu itu advokat berada dalam bidang moral dan
dianggap sebagai suatu pekerjaan mulia khususnya untuk menolong orang-orang
tanpa mengharapkan atau menerima imbalan.

Dalam Undang-Undang No.18 tahun 2003 ini pula terdapat penegasan
kedudukan advokat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari “Catur Wangsa

“Penegak Hukum” yang di tuntut jujur dan adil terhadap masyarakat pencari
keadilan demi nenegakan hukum dalam kerangka supremasi hukum.

Peranan advokat di Indonesia semakin terlihat penting terutama setelah
berlangsungnya Era Reformasi. Kita berharap semakin tinggi kesadaran hukum
masyarakat akan bertambah pula pengertian masyarakat kepada tugas dan fungsi
advokat dalam mencari dan menegakkan hukum bersama-sama dengan penegak
hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim).

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.
Pendekutan yuridis penyusun pergunakan untuk pendekaiwii masalah yang di teliti
dengan mendasarkan pada UU. No.18 tahun 2003. Sedangkan pendekatan
normatif penyusun gunakan untuk melihat aturan hukum tentang peranan advokat
dalam [slam baik melalui al-Qur’an, Hadits, dan kaidah-kaidah usuliyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan advokat di Indonesia
terutama setelah lahirnya Undang-Undang No.18 tahun 2003 menempati posisi
sentral dan strategis. Selain itu kedudukan advokat di Indonesia yang merupakan
salah satu dari “Catur Wangsa Penegak Hukum” meskipun dalam Islam secara
formal tidak terdefinisikan dengan jelas kedudukan dan peranannya karena dalam
Islam hanya dikenal istilah seperti hakam, mufti, dan wakil dalam bentuk personal
yang relatif berbeda namun hal itu membuktikan bahwa kedudukan advokat di
Indonesia-sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah yaitu sebagai para penegak
keadilan, penengah bagi-orang-orang yang bersengketa, maupun sebagai wakil
dalam persidangan yang bertugas untuk mendampingi, mewakili, membela, dan
melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Sedangkan peranan advokat di Indonesia juga tidak bertentangan dengan
konsep al-Maslahah al-Mursalah yaitu svatu masalah dimana syar’i tidak
mensyari’atkan secara jelas, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan
pengakuan atau pembatalannya. Artinya bahwa pembentukan hukum itu tidak
dimaksudkan kecuali bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini
menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September No. 158 dan No.

0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
! : .Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ ¥ Te
& Sa’ S Es (titik di atas)
z Jim | J Je
z Ha H Ha (titik di bawah)
e Kha Kh Ka dan ha
2 - Dal D De
3 Zal Z Zet (titik di atas)
L Ra’ R Er
J | Zai Z Zet
o Sin S Es
U Syin Sy Es dan Ye
ue Sad S Es (titik di bawah)
v Dad D De (titik di bawah)




3% Ta . T Te (titik di bawah)
L Za Z Zet (titik di bawah)
¢ ‘Ain ‘- Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge
- Fa’ F Ef
T Qaf Q Qi
@ Kaf K Ka
d Lam L El
? Mim M Em
0 Nun N En
3 Wau A% We
-2 Ha’ - H Ha
& Hamzah - Apostrof
S Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap yang disebabkan Syaddah ditulis rangkap.
Contoh :v , s ditulis wazzala.

O¢  ditulis bihinna.
C. Vokal Pendek

Fathah ( __) ditulis a, Kasrah ( _._) ditulis i, dan Dammah (") ditulis u.

Contoh : sl ditulis ahmada.

X1



@& ditulis rafiga

chea ditulis saluha.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang ditulis u,
masing-masing dengan tanda hubung ( -) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a
U8 ditulis fa/a
2. Kasrah + Ya’ mati ditulis i
Y ditulis misag
3. Dammah + Wawu mati ditulis u

sl ditulis usa/

E. Vokal Rangkap
1. Fathah + Ya’ mati ditulis ai
= ditulis azZubaili
2. Fathah + Wawu,mati ditulis au

Gk | ditulis faug.

F. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dnegan ha/h.

Contoh : 4l 4y ditulis Raudah al-Jannah.

X1i



G. Hamzah

1.

Bila terletak di awal kata, maka ditulis Bérdasarkan bunyi vokal yang
mengiringinya.

d ditulis inna

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan l’ambang apostrof (*).

shy  ditulis wat’un

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis
sesuai dengan bunyi vokalnya.

iy ditulis rabd’ib

Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang
apostrof (7).

055U ditulis ta’kbuzina.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1.

Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al.

s &l ditulis .al-Bagarah.

Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf '} diganti dengan hurut syamsiyah yang
bersangkutan;

elaill  ditulis an-Nisa’.

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan dengan

yang berlaku di sana seperti: Kazi (qadi).

Xiil
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Persoalan keadilan merupakan salah satu persoalan pokok yang
disadari oleh umat manusia sejak mereka mulai berﬁkir.' Bahkan tugas suci
para utusan Allah tiada lain adalah menegakkan keadilan. Dalam kehidupan
kenegaraan Indonesia prinsip keadilan sudah disebut-sebut dengan
“kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial” di dalam
Pancasila. Kenyataan ini menunjukkan betapa tingginya cita-cita keadilan
yang akan dicapai di negara ini. Bahkan disebut-sebut “keadilan bagi seluruh
rakyat”.

Citra sebuah negara yang merdeka dimana terdapat keadilan hukum
dan keadilan sosial ternyata perwujudannya banyak bergantung pada
kekuatan-kekuatan makro sosiologis sebagai pendukungnya. Ini berarti suatu
upaya untuk mewujudkan kedaulatan hukum dan keadilan sosial memerlukan
usaha ‘untuk mengubah dasar pandangan masyarakat kita yang sudzih sejak
lama terkungkung dalam alam feodalisme akan tetapi juga memerlukan usaha
untuk mengubah struktur masyarakat yang timpang dan eksploitatif.!

Proses untuk mengubah dasar pandangan masyarakat ini sudah sejak
awal revolusi kemerdekaan, namun perﬁbahan struktur tidak banyak
dihasilkan. Bahkan kecenderungan yang ada menunjukkan mengerasnya

struktur yang tidak adil dalam masyarakat. Sebagian besar hal ini disebabkan

' Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia (Jakarta: Lembaga Penelitian
Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1981), him. 112,



oleh karena kekuatan-kekuatan riil yang hidup di tengab-tengah masyarakat
tidak banyak mendukﬁng proses perubahan struktural®

Masyarakat (baik individu maupun kelompok) manakala tidak
mendapat perlakuan hukum dengan benar sering kehilangan tempat mengadu.
Oleh karena itu apabila dinilai dari sudut pandang yang rasional-konstruktif
dengan wawasan sosial yang lebih objektif, maka bantuan hukum yang
dilakukan para advokat harus berpegang pada peran dan fungsinya yaitu;
memberikan bobot pada perlindungan hak-hak asasi manusia sehingga
diharapkan terjadi keserasian antara nilai-nilai tektokratik hukum yang
seringkali mengedepan dalam proses pembangunan dengan nilai-nilai keadilan
hukum

Advokasi® merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap manusia dalam
memperjuangkan hak-haknya. Agar setiap persoalan yang ada dapat
diselesaikan dengan adil dalam masyarakat dan masyarakat mampu untuk
memperjuangkan hak-haknya maka diperlukan kegiatan advokasi baik dalam
lingkup pengadilan maupun diluar If;engadilan

Namun ironisnya praktek perlindungan hukum oleh dunia keadvokatan
yang lazim _terjadi. selama . ini_ disinyalir. oleh banyak orang telah

mempermainkan keadilan dan hukum itu sendiri. Sehingga hampir saja semua

2 Ibid., him 113.

3 Terminologi advokasi pada mulanya muncul dengan pengertian pembelaan terhadap
berbagai kasus hukum yang ada dalam masyarakat. Karena berkaitan dengan wilayah hukum maka
advokasi acapkali dimengerti sebagai tindakan penyelesaian perkara dalam persidangan yang
dilakukan oleh seorang yang dinamakan advocaat atau advocateur (Bld: advokat, pengacara,
pembela atau peguan). Lihat Imron dan Cacuk Aryadi, Strategi Perlawanan (Yogyakarta: LKBH
FH. UIl, 2000), him. 21.



orang berputus asa terhadap kemungkinan akan tegaknya keadilan dan
supremasi hukum. Istilah mafia peradilan, komisi perkara, uang jasa, standard
fee perkara, merupakan kata majemuk yang menghiasi wajah buruk institusi
peradilan di negeri ini. Komitmen penyelenggara hukum di negeri ini nyaris
tidak lagi berpihak kepada keadilan akan tetapi lebih kepada penghas?lan.

Sebuah realita bahwa perjuangan peneéakan hukum (law placement) di
negeri ini masih belum berhasil menyentuh “alam nyata”. Namun demikian
tidak berarti bahwa dunia hukum telah kiamat. Untuk itu dalam rangka
mewujudkan demokratisasi kehidupan sebagai cita-cita luhur Indonesia
merdeka, dibutuhkan upaya sistematis dan berkesinambungan serta kerja keras
berbagai elemen masyarakat Indonesia® terutama kalangan akademisi ilmu
hukum agar senantiasa bekerja dalam wilayah konsep melalui diskusi,
seminar, lokakarya, dan penciptaan karya-karya ilmiah lainnya serta masukan
konkrit ke lembaga legislatif maupun eksekutif dan para penegak hukum
(Catur Wangsa Penegak Hukum) untuk melakukan langkah-langkah praktis
dan yang lebih kreatif, inovatif yang terhormat.’

Mengenai masalah pemberian jasa hukum yang-dilakukan oleh para
advokat sebenarnya tidak terlepas dari fenomena hukum itu sendiri, seperti
telah diketahui keberadaan hukum adalah salah satu cara untuk meratakan

jalan menuju kepada pemerataan keadilan yang penting artinya bagi

* Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Yogyakarta: PT. Pustaka LP3ES
Indonesia dan UIl Press, t.t), hlm. 4.

° Taufiq, “Sarjana Syariah dan Profesi Advokat”, makalah disampaikan pada Seminar
Nasional dan Temu Alumni, diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 14-15 Agustus 2004, him, 3.



pembangunan hukum di Indonesia. Untuk itu, eksistensi lembaga peradilan
dan ad{/okat yang independen dalam mewujudkan prinsip negara hukum\
dalam kehidupan bermasyarakat mutlak diperlukan. Lembaga peradilan
merupakan lembaga yang bertugas menerima, ‘memeriksa, dan memutuskan
perkara yang tidak memihak. Sementara advokat sebagai salah satu bagian sub
sistem dari peradilan juga turut menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Sejalan dengan semangat reformasi dan demokratisasi di semua lini
kehidupan, muncullah harapan baru di dunia hukum dengan lahirnya Undang-
Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang kehadirannya sangat
didambakan oleh masyarakat dan para profesi di bidang hukum khususnya
para advokat.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat
ini, maka peran advokat di Indonesia semakin menduduki posisi strategis,
terutama dalam tuntutan politik menuju kepada upaya mengedepankan hukum
sebagai panglima dalam pembangunan masyarakat negara yang demokratis.
Maka profesi advokat yang juga rpenjadi tumpuan atas kepercayaan

masyarakat  pencari keadilan memang sudah sepatutn‘ya dilandasi dengan
| undang-undang

Lahirnya ' Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat,
disamping memberikan makna legitimasi Juga akan memberikan rambu-rambu
sebagai bentuk kontrol agar tanggungjawab profesi dan perilaku advokat yang
merupakan pekerjaan terhormat (officium nobile) tidak mengecewakan,

apalagi mengingat advokat adalah bagian tak terpisahkan dari “Catur Wangsa



Penegak Hukum™ yang di tuntut jujur dan adil terhadap masyarakat pencari
keadilan demi penegakan hukum dalam kerangka supremasi hukum.

Namun ironisnya, masyarakat muslim sendiri tidak menghargai profesi
advokat dan menghindarinya semata-mata karena hina dan memiliki citra yang
buruk. Menurut As’ad al-Kurani, sikap tersebut lebih disebabkan oleh sistem
hukum yang ada di masyarakét yang tidak mengur;dangkan kaidah-kaidah
pembelaan. Padahal kaidah-kaidah pembelaan tersebut tidak kalah unggul dan
cermatnya dari sistem hukum Yunani dan Romawi. Kalau cara tersebut
diterapkan, maka tidak akan terjadi pertentangan antara kaidah-katdah profesi
yang diatur dalam figh dengan praktek yang dilakukan oleh para advokat
dalam membela kliennya.®

Dengan melihat permasalahan diatas maka penyusun merasa tertarik
untuk membahas masalah kedudukan dan peranan advokat di Indonesia
berkenaan dengan lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang

advokat dalam perspektif hukum Islam.

B. Pokok Masalah
Sesuai pada latar belakang yang dipaparkan diatas, maka permasalahan
yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:
1. Bagaimana kedudukan dan peranan advokat di Indonesia setelah lahirnya
Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kedudukan dan peranan
advokat di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003

tentang Advokat?

8 Asmuni Mth, “Eksistensi Pengacara Dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-Mawarid
Edisi XII, (2004), him. 25,



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan tentang kedudukan dan peranan advokat di
Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang
advokat

b. Untuk mendeskripsikan tentang kedudukan dan peranan advokat
dalam perspektif hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

a. Dengan penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan
pemahaman tentang Advokat terutama kedudukan dan peranannya
dalam perspektif hukum Islam.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap
pembaruan dan pengembangan hukum dan sistem peradilan di
Indonesia, khususnya bagi para Advokat sebagai salah satu dari “catur
wangsa penegak hukum”.

c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan

hukum yang berfungsi sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya

D. Telaah Pustaka
Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka penyusun berusaha
melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang
berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain-lain yang mempunyai

relevansi dengan penelitian ini.



Masalah advokat pernah ditulis oleh Musfaidah dalam skripsinya yang
berjudul  “Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di
Pengadilan Negeri Sleman dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi tersebut
membahas tentang peranan advokat dalam persidangan perkara pidana dan
pengaruhnya terhadap putusan hakim.” Ketika skripsi tersebut ditulis, UU
No.18 tahun 2003 tentang belum ada.

Selain itu, skripsi yang ditulis oleh Muntholib dengan judul “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam
Menyelesaikan Perkara di Pengadilan A ga;na Jepara” juga hanya membahas
tugas dan peranan kuasa hukum dalam persidangan perkara perdata dengan
melakukan penelitian di Pengadilan Agama J epara.’®

Berbeda dengan skripsi yang telah ada, dalam skripsi ini penyusun
melakukan telaah terhadap UU No.18 tahun 2003 tentang advokat dan
mencoba menjelaskan peranan advokat hasil studi terhadap UU Advokat
dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan skripsi-skripsi yang telah ada
hanya memfokuskan, pada, peranan advokat dalam. persidangan. Selain itu,
penyusun berpedoman pada kajian beberapa buku yang relevan dengan pokok
permasalahan diatas.

Profesi advokat dituntut memiliki etika dan moral yang baik sehingga

diharapkan tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam mengemban

7 Mustfaidah, “Peranan Advokat terhadap Pemutusan Perkara Pidana di Pengadilan
Negeri Sleman dalam Persperktif Hukum Islam”, skripsi untuk mencapai derajat S1 pada Jurusan
Muamalah Jinayah, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (1996).

# Muntholib, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tugas dan Peranan Kuasa Hukum dalam
Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Jepara”, skripsi untuk mencapai derajat S1 pada
Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2000).



tugasnya. Dalam buku “Etika Profesi Hukum, Norma-norma Bagi Penegak
Hukum”, E.Sumaryono menjelaskan mengenai kepribadian-kepribadian yang
harus dimiliki para penegak hukum dalam hal ini profesi advokat dalam
perspektif etika dan norma.’

Praktik pembelaan yang kini dilakukan oleh para advokat selalu
mengikuti jalannya kebudayaan dalam lapangan ketatanegaraan, mula-mula
dalam bentuk yang sederhana, lambat laun memperoleh bentuk yang makin
sempurna dan berwujud suatu lembaga hukum tersendiri. Lasdin Wlas dalam
karyanya “Cakrawala Advokat Indbnesia ” memaparkan definisi advokat,
sejarah advokat di Indonesia, tugas dan wewenang advokat, serta syarat-syarat
menjadi advokat. 10

Selain itu, dalam buku yang berjudul “Penasehat dan Bantuan Hukum
di Indonesia: latar belakang dan sejarahnya”, Martiman Prodjohamidjojo
memaparkan latar belakang dan sejarah, peran serta tugas lembaga penasehat
dan bantuan hukum di Indonesia. "

Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa bantuan hukum yang kini

dilakukan oleh para advokat adalah gerakan perjuangan di bidang Hak Asasi

Manusia dan beliau juga menguraikan tentang bagaimana seharusnya Bantuan

° E. Sumaryono, Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum (Y ogyakarta:
Kanisius, 1995).

191 asdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1989).

" Martiman Prodjohamidjojo, Penasehat dan Bantuan Hukum Indonesia, latar belakang
dan sejarahnya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).



Hukum di Indonesia diarahkan. Bukunya yang berjudul “Bantuan Hukum di
Indonesia” membantu dalam penulisan karya ilmiah ini.'?

Buku berjudul “Teknik Praktek Advokat” karya Ropaun Rambe
mengupas perilaku advokat baik dalam fungsinya maupun dalam
kehidupamya sehari-hari. Dalam buku ini dijelaskan dasar hukum tentang
advokat, kedudukan dan peranan advokat, sifat profesi advokat, dan etika
profesi advokat."

Dalam buku “Advokat Indonesia Mencari Legitimasi”, Binziad Kadafi
dkk. mengemukakan kebutuhan advokat akan Undang-"Jndang yang
memberikan legitimasi keberadaan advokat sekaligus sebagai kontrol atas
perilaku advokat. Buku imi juga memaparkan advokat dalam sistem hukum
dan peradilan Indonesia, dan eksistensi dan Urgensi Organisasi Advokat'*

Penyusun juga vmenjadikan berbagai makalah sébagai rujukan dalam
penyusunan skripsi ini, antara lain makalah yang ditulic oleh Taufik Ch. Yang
berjudul “Studi UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat”. Makalah ini
memaparkan tentang sejarah lahirnya Undang-Undang No.18 tahun 2003
tentang Advokat 'dan beberapa’ hal krusial ‘dalam: Undang-Undang tersebut
yang harus dipahami secara utuh oleh semua pihak terutama para profesional

di bidang hukum. "

12 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia (Jakarta: Lembaga Penelitian
Pendidikan dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial, 1981).

1> Ropaun Rambe, Teknik Praktek Advokat (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,
2001).

14 Binziad Kadafi, dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung
Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Jakarta: The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia, 2001).

'S Taufik Ch., “Studi UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat”, makalah disampaikan
dalam Workshop Keadvokatan Sarjana Syari’ah Perguruan Tinggi Agama Hlam se-Jawa, Bali, dan
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Dalam karya Taufik Ch. yang lain yaitu makalah yang berjudul
“Sarjana Syari’ah dan Profesi Advokai” yang disampaikan dalam Seminar
Nasional dan Temu Alumni Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 14-15 Agustus 2004 berisi kilas balik UU Advokat, peluang dan
tantangan yang harus dihadapi sarjana syari’ah yang berprofesi sebagai
advokat, dan prospek profesi advokat di masa depan'®

Dengan judul sama yaitu “Sarjana Syari’ah dan Profesi Advokat”, dan
disampaikan dalam acara yang sama, Artidjo Alkostar memaparkan
keberadaan dan peran saq"ana syari’ah sebagai advokat seteléh lahirnya UU
No. 18 tahun 2003"7

Selain itu, makalah Taufig dengan judul yang tidak berbeda yaitu
“Sarjana Syari’ah dan Profesi Advokat”, juga membéntu penyusui.iia karya
ilmiah ini. Makalah ini berisi sejarah advokat di Indonesia sejak masa Hindia
Belanda, prospek Sarjana Syari’ah untuk berprofesi sebagai advokat, peluang
dan tantangan yang di hadapi oleh Sarjana Syari’ah yang akan dan telah

berprofesi sebagai advokat.'®

Nusa Tenggara, diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan Agama Islam Depag RI dengan
DPP APSI dan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 23 September-1 Oktober 2004.

'® Taufik Ch., “Sarjana Syariah dan Profesi Advokat”, makalah disampaikan dalam Temu
Alumni dan Seminar Nasional, diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 14 Agustus 2004.

' Artidjo Alkostar, “Sarjana Syariah dan Profesi Advokat”, makalah disampaikan dalam
Temu Alumni dan Seminar, diselenggarakan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 14 Agustus 2004.

'8 Taufiq, “Sarjana Syariah dan Profesi Advokat”, makalah disampaikan pada Seminar
Nasional dan Temu Alumni, diselenggarakan oleh Fakuitas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga,
Yogyakarta, 14-15 Agustus 2004.
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Kerangka Teori

Istilah advokat berasal dari bahasa latin Advocatur yang berarti
seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-
soal hukum."” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Advokat disamping
penasehat hukum juga sebagai pembela perkara.”® Pekerjaan advokat tidak
hanya terdiri dari pemberian nasehat, seorang advokat untuk kepentingan
klien-nya mengatur berbagai urusan dengan instansi-instansi pemerintah atau
pihak ketiga lainnya, berusaha mendamaikan perselisihan-perselisihan di luar
pengadilan, dan dalam perkara pidana membela tclardakwa.2 !

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam banyak literatur, bahwa advokat
adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, konsultasi hukum, bantuan
hukum, menjalankan kuasa, mewakiii, mendampingi, membela, dan
melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum klien baik di dalam
pengadilan maupun di luar pengadilan dengan memenuhi berbagai
persyaratan. Secara praktis, ada beberapa istilah yang mirip dengan itu antara
lain adalah pembela umum dan konsultan hukum. Pembela umum adalah
terminologi yang dipilih oleh sarjana hukum yang melaksanakan bantuan

hukum (fegal aid), sedangkan konsultan: hukom memiliki makna sebagai

' Lasdin Wals, Cakrawala Advokat Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1989), him. 2.

» Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-

2 (Jakarta: Balai Pustaka. 1991), him. 9.

36.

?' Ko Tjay Sing, Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat (Jakarta: Gramedia, 1978), him.
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advokat yang lebih memilih untuk berspesialisasi dalam jasa hukum non
legitimasi (legal counseling)

Semua pengertian tersebut diatas sudah tidak dipertahankan lagi dalam
Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat, sebagaimana tercantum
dalam Pasal 1 ayat (1) pengertian advokat adalah orang yang berprofesi
memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan
jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan Advokat berupa
memberikar; konsultasi hukum, bantuan hﬁkum, menjalankan kuasa,
mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2).

Dalam.Skripsi ini akan di bahas mengenai xvdudukan dan peranan
Advokat, arti kata kedudukan®® dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah
tingkatan atau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang). Sedangkan arti
kata peranan’’ adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang di suatu
peristiwa,

Tokoh Advokat Indonesia yakni Adnan Buyung Nasution berpendapat
bahwa praktek pemberian jasa hukum di Inidonesia memiliki tujuan dan ruang
lingkup yang sangat luqs dan jelas yaitu pemberian pelayanan hukum,

mengadakan pendidikan hukum, serta mengadakan perubahan dan perbaikan

22 Binziad Kadafi dkk., Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung
Jawab Profesi Hukum di Indonesia (Jakarta: The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia, 2001), him. 16-17.

2 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Rl, Kamus..., him. 245.
* Ibid., hIm. 751.
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pelaksana hukum.”® Dalam arti yang lebih sempit bantuan hukum diartikan
sebagai pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasehat
hukum sewaktu perkaranya dipeﬁksa pendahuluan atau dalam proses
pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.

Fungsi hukum adalah sebagai pelindung kepentingan manusia
(masyarakat) dari gangguan atau kerugian yang dilakukan oleh pihak lain
secara tidak sah. Dengan hukum pula diharapkan akan teMjud keadilan bagi
manusia (masyarakat) menuju masyarakat yang aman dan tertib®®

Keberadaan advokat me’rupakan elemen penting dalam proses
penegakan hukum dan keadilan. Advokat sebagai fasilitator perjuangan dan
upaya masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh hak baik yang nyata
maupun yang tersembunyi serta konstitusional dan yuridis untuk memperolen’
perlakuan hukum yang baik dan legal. Sebagai pengemban amanah profesi,
seorang advokat mempunyai peran kemasyarakatan untuk menyelesaikan
konflik secara formal melalui peradilan, pencegahan konflik, dan penyelesaian
konflik secarainformal |

Dalam peradilan Islam masalah perwakilan atau bantuan hukum yang
dilakukan oleh para-advokat juga dikenal dengan adanya lembaga wakalah,
karena memang dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan

pertolongan pihak lain termasuk masalah hukum. Para fugaha sependapat

» Adnan Buyung Nasution, Bantuan..., him. 95-96.

% Malik lbrahim, “Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia Pemikiran Reflektif

tentang Merosotnya Wibawa Hukum”, Asy-Syir’ah No.8 (2001), him. 11,
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bahwa setiap akad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri maka berarti
boleh diwakilkan kepada orang lain.

Dalam bahasa Arab, dikenal istilah mahami. Kata ini merupakan
derivasi dari kata himayah yaitu.pembelaan yang dilakukan oleh seseorang
atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di pengadilan.

Dalam Islam tugas kuasa hukum dalam hal ini advokat di sidang
pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Kuasa atau wakil dari para pencari keadilan

SOV bl ) eds SGin Suet gl
e Gy o SLblelab

2. Pendamping atau pembela
aslid aidy oy lge Lol OSSR ielid ahdy g
Blgs JiS 4 oSG a

3. Pemberi nasehat

P00 gdall 3 GV Lo 155 5 g 6 g g Tl e ) 5 gl s

Dengan demikian maka hukum Islam dengan kaidah-kaidah
fighiyahnya yang komplit selalu relevan dapat mengungkap masalah advokat
ini dengan kacamata syari’ah. Dengan dalil hukum yang relevan diatas maka

skripsi ini untuk perumusan lebih lanjut penyusun gunakan teori al-Maslahah

7 Al-Kahfi (18) : 19.
28 =T .
An-Nisa’ (4): 58.

¥ Al-Maidah (5) : 2.
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al-Mursalah, yaitu suatu masalah dimana syar’i tidak mensyari’atkan secara
jelas, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan pengakuan atau
pembatalannya. Artinya bahwa pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan

kecuali bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat.*

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu suatu
penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku*' Sedangkan
sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis**

2. Pendekatan masalah
Pendekatan yang penyusun gunakan yaitu pendekatan Yuridis-Normatif.
Pendekataﬁ yuridis penyusun pergunakan untuk pendekatanwrvnasalah yang
di teliti dengan mendasarkan pada UU. No. 18 tahun 2003. Sedangkan
pendekatan normatif penyusun gunakan untuk melibat aturan hukum
tentang peranan advokat dalam Islam baik melalui al-Qur’an, Hadits, dan

kaidah-kaidah usuliyah.

°Abd. Wahab al-Khallaf, ‘llm usul al-figh, cet. Ke-8 (ttp: Maktabah ad-Da’wal al-
Islamiyah Syahab al-Azhab, 1968), hlm. 162.

3! Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), him.9.

32 Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan,
gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala
adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah
jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian
terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan
pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan. Sudarto, Metode Penelitian Filsafat (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1973), him. 47-59.
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3. Sumber data
Dalam penelitian ini penyusun mengambil 2 sumber data:
a. Data Primer yaitu berupa UU. No. 18 tahun 2003 tentang advokat
b. Data Sekunder yaitu buku-buku, jumal, makalah, dan semua bacaan/
literatur yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.
4. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis
dengan menggunakan penafsiran dan menguraikan data dengan maksud
dapat diambil ﬁiiai yang sebanding didalamnya dan kemudian diambil

kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematiké 7i¥1i, akan dijelaskan secara singkat dari keseluruhan
skripst yang terdiri dari:

Bab pertama dijelaskan mengenai latar belakang, pokok masalah,
tujuan dan kegunaan. penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian; dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ‘berisi tentang keberadaan Advokat di Indonesia yang
terbagi menjadi beberapa sub bab. yang meliputi pengertian, sejarah,
kedudukan, peranan, dan telaah tentang Undang-undang No.18 Tahun 2003
yang juga disusun dalam satu sub bab tersendiri.

Bab ketiga berisi tentang keberadaan Advokat dalam Islam, yang
meliputi pengertian, dasar hukum, sejarah, kedudukan dan peranan Advokat

dalam Islam.
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Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis tentang
kedudukan dan peranan advokat di Indonesia dalam perspektif Islam

Bab kelima akan diuraikan kesimpulan dari keseluruhan pokok
permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil kesimpulan tersebut dapat
memberi pengetahuan yang komprehensif bagi pembaca dalam mengkaji
permasalahan tentang peranan advokat dalam perspektif hukum Islam. Selain

itu penulis juga memberikan saran dan penutup.
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PENUTUP

Setelah melakukan penelitian yang mendalam tentang kedudukan dan
peranan Advokat di Indonesia dalam perspektif hukum Islam, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan
1. Kedudukan Advokat di Indsnesia terutama setelah lahirnya Undang-

Undang No.18 tahun 2003 menempati posisi sentral dan strategis. Advokat
ditegaskan dalam Undang-Undang tersebut status atau kedudukannya
sebagai penegak hukum yang artinya Adc@@mkan salah satu
perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara
dengan penegak hukum lainnya yaita polisi, jaksa, dan hakim dalam
menegakkan hukum dan keadilan.

Sedangkan peranan Advokat di Indonesia pada dasarnya dibagi menjadi 2

(dua) yaitu:

a. Peran Litigasi (di pengadilan)

Peran ini dalam artian pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh
Advokat ‘dalam menangani Kasus-kasus hukum vang ada dalam
masyarakat yang berkaitan dengan pengadilan.

b.  Peran Non litigasi (di luar pengadilan)

Peran ini dalam artian pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh
Advokat dalam menangani masalah-masalah yang berada di luar

wilayah pengadilan.

98
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